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PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Pst

[
-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 37 tahun, agama kristen, pendidikan S.1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan,
tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya
tertanggal 9 Februari 2016, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2016/PA-Pst
tertanggal 10 Februari 2016, belum dibacaka di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,
terhadap panggilan tersebut Penggugat in person datang menghadap di
persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 22 Februari 2016
dan 15 Januari 2016 dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mudiasi tidak
dapat dilaksanakan;

Hal 1 dari 4 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2016/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar hidup rukun dan damai serta kembali membina
rumah tangga;

Bahwa atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat
menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam
rumah tangga dan untuk itu di persidangan Penggugat menyatakan mencabut
perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka
Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka
segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian,
dimana menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan yang
merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut
pengakuan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai
bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik
secara kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama
Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut
perkara ini karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat,
maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan
perkara adalah hak Penggugat, apalagi pencabutan perkara a quo dengan
alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebelum
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gugatan Penggugat dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan
perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan
oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh
Penggugat setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pematangsiantar dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan
oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara’ dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2016/
PA.Pst. dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
211.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 25
Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 H, oleh Dian
Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan
Taufik, S.H.l., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh
Nurasyiah Bintang, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

dto dto
SABARUDDIN LUBIS, S.H. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.
Hakim Anggota,

dto

TAUFIK, S.H.l., M.A.

Panitera Pengganti,
dto

NURASYIAH BINTANG, S.H.l.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp120.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5..Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp211.000,-
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